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Mawah salah satu bentuk usaha di Aceh. Kebiasaan adat gampong perjanjian bagi
hasil mawah lembu dilakukan secara lisan atas dasar persetujuan dan kesepakatan
antara pihak pemilik dengan pemelihara. Ada beberapa kendala-kendala atau
risiko-risiko yang sering terjadi, misalnya lembu mengalami sakit, mati bahkan
hilang. Sehingga menyebabkan ketidakpastian keuntungan dari awal perjanjian
bagi pemilik dan pemelihara. Permasalahan penelitian ini adalah Pertama
bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan
masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. Kedua bagaimana pertanggungan
risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah lembu antara pemilik lembu dengan
pemelihara lembu. Ketiga bagaimana konsep muḍārabah terhadap perjanjian bagi
hasil mawah lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum. Adapun
metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang diperoleh dari
studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian-
uraian berdasarkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan topik penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, Pertama pelaksanaan perjanjian bagi
hasil mawah lembu dilakukan secara lisan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan
50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual  sedangkan lembu betina
berupa anak lembu. Kedua risiko yang sering terjadi dalam perjanjian misalnya
lembu sakit, mati bahkan hilang dan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal
perjanjian. Sakit ditanggung pihak pemilik lembu, pemelihara bahkan keduanya,
mati tidak ada yang mengganti rugi, sedangkan hilang apabila disebabkan
kelalaian, pemelihara wajib mengganti atas kerugian tersebut. Ketiga perjanjian
bagi hasil mawah lembu sudah sesuai menurut konsep muḍārabah dalam hukum
Islam. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya
jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara
ikhlas dan ridha biaya tersebut. Sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak
saling ridha dan rela akan isi perjanjian.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN
SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987
1. Konsonan
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket
1 ا
Tidak
dilam
bangkan
16 ط ṭ t dengan titikdi bawahnya
2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titikdi bawahnya
3 ت t 18 ع ‘
4 ث ṡ s dengan titikdi atasnya 19 غ g
5 ج J 20 ف f
6 ح ḥ h dengan titikdi bawahnya 21 ق q
7 خ Kh 22 ك k
8 د D 23 ل l
9 ذ Ż z dengan titikdi atasnya 24 م m
10 ر R 25 ن n
11 ز Z 26 و w
12 س S 27 ه h
13 ش Sy 28 ء ’
14 ص ṣ s dengan titikdi bawahnya 29 ي Y
15 ض ḍ d dengan titikdi bawahnya
2. Konsonan
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf  Latin
 َ◌ Fatḥah a
 ِ◌ Kasrah i
 ُ◌ Dammah u
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan
Huruf Nama
Gabungan
Huruf
ي ◌َ Fatḥah dan ya ai
و ◌َ Fatḥah dan wau au
Contoh:
فیك : kaifa لوھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan
Huruf Nama
Huruf dan
Tanda
ي /ا◌َ Fatḥah dan alif
atau ya Ā
ي◌ِ Kasrah dan ya Ī
ي◌ُ Dammah dan wau Ū
Contoh:
 َلَاق : qāla
ىَمَر : ramā
 َلِْیق : qīla
 ُلُْوَقی : yaqūlu
4. Ta Marbutah (ة)
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.
a. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah t.
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b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
 ْلَافَْطلاْا ُةَضْوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
 َا ْةَر ََّونُمْلا َُةنْیِدَمْل : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah
 ْةَحَْلط : Ṭalḥah
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Bagi hasil merupakan salah satu sarana ekonomi yang tidak asing bagi
masyarakat Aceh. Berdasarkan adat kebiasaan, pembagian hasil dalam usaha
masyarakat gampong sebagian besar tidak tertulis melainkan atas dasar
persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik dengan pemelihara yang
dilakukan secara lisan, salah satunya mawah. Islam membenarkan kebiasaan itu
karena dapat memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Praktek bagi hasil
ini sudah diterapkan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam dan terus
berlangsung sampai sekarang.1
Menurut kamus Aceh – Indonesia, ̒ ‘Mawah ̓ ̓ berarti "cara bagi hasil yang
mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak
seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.2
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mawah merupakan
kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan lahan pertanian
atau perkebunan, serta  hewan ternak kepada pihak kedua untuk digarap maupun
dikelola, dan setelah panen hasilnya dibagi dua. Dalam penelitian ini peneliti lebih
cenderung meneliti tentang mawah dalam bidang peternakan.
1Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014),
hlm. 114.
2Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582.
2Dalam Hukum Ekonomi Islam mawah diistilahkan sama dengan
muḍārabah.3 Dimana pemilik lembu (pihak pertama) memberikan lembunya
kepada pekerja (pihak kedua) untuk dipelihara. pembagian hasil lembu jantan
berupa nilai harga jual sedangkan lembu betina berupa anak lembu sebagaimana
kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian si pemelihara. Sebaliknya jika
kerugian itu akibat kecurangan dan kelalaian si pemelihara, maka tanggungan
tersebut menjadi hak si pemelihara. Di dalam sistem ekonomi, mawah tidak
mengenal pemilik modal lebih untung atau pengelola lebih untung. Mereka sama-
sama menikmati hasil dan keuntungan. Demikian juga kalau nantinya usaha
mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian.4
Kegiatan mawah (muḍārabah) ini sudah terjadi ketika Khadijah
mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar
negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan
Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha.5 Perjanjian pembagian
keuntungannya harus jelas dinyatakan dalam persentase yang dihasilkan dan baru
dapat dilakukan setelah muḍārib mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya
kepada ṣāḥibul māl tujuannya agar terhindar dari kemudharatan dan unsur
Gharar.6
3Abdurrahman, “Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh’’,
(Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 7.
4Ibid.
5Naf’an, Pembiayaan Musyarakah..., hlm. 114
6Jumadi Jauhari, Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul
Qiradh Abu Indrapuri Dan Bagi Hasilnya (Tinjauan Fiqh Muamalah), Fakultas Syariah Uin Ar-
Raniry, hlm. 27-28.
3Di Aceh mawah sering dipraktekkan. Sebagai contoh mawah dalam bidang
peternakan, sering kali orang di Aceh pemilik hewan ia hanya memiliki hewan
tapi tidak mampu memelihara hewan, sehingga menyerahkan kepada orang lain
yang memiliki keahlian dalam bidang mengelola hewan ternaknya. Apabila lembu
yang dipelihara lembu jantan maka saat itu terlebih dahulu kedua belah pihak
menaksir harga hewan tersebut. Misal seharga Rp. 3.000.000,- maka setelah itu
kedua belah pihak melakukan ijab qabul penyerahan hewan ternak untuk dikelola
oleh pemelihara. Setelah satu atau dua tahun hewan tersebut dijual dengan harga
Rp. 8.000.000,- maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- yang
selanjutnya dibagi dua antara pemilik hewan dan orang yang memelihara.
Pembagiannya dilakukan setelah dikeluarkannya terlebih dahulu modal dari
pemilik ternak yakni harga taksiran awal yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Sedangkan lembu betina pembagiannya berupa anak lembu, anaknya itu
dibagi antara pemilik lembu dengan pemelihara.
Praktek mawah lembu sudah menjadi tradisi Desa Rabo Kecamatan
Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan wawancara dengan Salma sebagai
pemilik lembu menyatakan perjanjian bagi hasil mawah yang dilakukan
masyarakat Desa Rabo secara lisan. Pemilik ternak yang memiliki ternak tetapi
tidak mampu memelihara sendiri sehingga ia menyuruh memelihara ternak-
ternaknya kepada orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut
dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa mengelolanya sendiri. Keuntungan
yang disepakati menurut responden 50% untuk pemelihara dan 50% untuk
pemilik. Adapun orang-orang yang memberi modal yaitu mereka yang
4berpendapatan menengah ke atas. Sedangkan yang mengelola usaha atau modal
tersebut yaitu mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, mereka
yang memberi modal atau pemilik mawah bukan berasal dari desa tersebut,
melainkan mereka yang tinggal di desa lainnya yang berada di wilayah yang tidak
berjauhan. Meskipun begitu mereka tetap melakukan kerjasama ini sebagai jalan
alternatif untuk mencari keuntungan.7
Di sisi lain, Iwan selaku pemelihara  menjelaskan bahwa dalam perjanjian
bagi hasil mawah Desa Rabo sering terdapat masalah atau kendala ketika proses
pemeliharaan, misalnya lembu yang dipelihara mengalami sakit, sehingga
pemelihara harus menjual di bawah harga awal/ modal. Di saat tidak memperoleh
keuntungan, si pemelihara hanya mendapatkan sedikit uang dari pemilik secara
pribadi di luar kesepakatan perjanjian. Terkadang ada juga lembu yang hilang
bahkan mati. Ketika lembu hilang dan mati, maka pemilik dan pemelihara tidak
mendapatkan hasil dan mengalami kerugian. Sehingga menyebabkan
ketidakpastian pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian bagi
pemilik dan pemelihara. Maka dari itu pemilik maupun pemelihara harus
mengantisipasi sejak dari awal perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang mungkin terjadi.8
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak meneliti masalah
“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Masyarakat Desa Rabo Kecamatan
Seulimum Dalam Perspektif Akad Muḍārabah”.
7Wawancara dengan Salma, salah satu pemilik lembu pada tanggal 20 Oktober 2016 di
Desa Rabo Kecamatan Seulimum
8Wawancara dengan Iwan, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 20 Oktober 2016 di
Desa Rabo Kecamatan Seulimum
51.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, disusunlah beberapa rumusan
masalah :
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di kalangan
masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum ?
2. Bagaimana pertanggungan risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah
lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu ?
3. Bagaimana konsep muḍārabah terhadap perjanjian bagi hasil mawah
lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum ?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu di
kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
2. Mendeskripsikan pertanggungan risiko dalam perjanjian bagi hasil mawah
lembu antara pemilik lembu dengan pemelihara lembu.
3. Mendeskripsikan konsep muḍārabah terhadap perjanjian bagi hasil mawah
lembu masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
1.4       Penjelasan Istilah
Untuk menghindar kekeliruan dalam membaca penelitian ini, maka penulis
perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan.
1.4.1 Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu
Perjanjian antara pemilik lembu berupa penyerahan pemeliharaannya
kepada pemelihara lembu yang menerima pemeliharaan tersebut sampai waktu
6tertentu dan pembagian hasil lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan
lembu betina berupa anak lembu.9
1.4.2 Konsep Muḍārabah Dalam Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu
Suatu akad kerjasama di mana pemilik lembu menyerahkan lembunya
kepada pekerja untuk dipelihara yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan dan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan terjadi
akibat kelalaian si pengelola.10
1.4.3 Pertanggungan Risiko
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungan ialah tanggungan
atau tanggung jawab.11Secara umum risiko diartikan bahaya, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung
maupun kejadian yang mendatang.12 Dalam arti lain pertanggungan risiko adalah
tanggung jawab seseorang sebagai akibat yang menimpa suatu peristiwa yang
sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam perjanjian bagi hasil
mawah, segala sesuatu peristiwa yang tak tentu ditanggung oleh bagaimana
kondisi peristiwa itu terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
9Mustafa.A.K, Perjanjian Bagi Hasil, (Sulawesi Selatan: Belai Pustak, 1993), hlm. 30 ;
Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh- Indonesia..., hlm. 582.
10Naf’an, Pembiayaan Musyarakah..., hlm. 114
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga,
(Jakarta : Balai Pustak, 2002), hlm. 1138
12www.id.wikipedia.org, Risiko, 16 Juli 2017. Diakses melalui situs:
https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko pada tanggal 2 September 2017
71.5 Kajian Pustaka
Penelusuran kepustakaan menjadi hal yang harus dilakukan oleh Peneliti
untuk menghindari kesamaan pembahasan. Dan telah ditemukan beberapa
penelitian terdahulu tentang topik yang berkaitan dengan penelitian ini.
Pertama, penelitian Siti Fadhilah tentang “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Banyu
Rejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman”. Karena itu masalah yang diteliti
antaranya pelaksanaan bagi hasil dalam pembuatan batu bata di Desa Banyu Rejo
Kecamatan Tempek Kabupaten Sleman ditinjau dalam hukum Islam. Motode
yang gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti menemukan perjanjian ini
dilakukan secara lisan di mana salah satu pihak menyediakan dan pihak lainnya
mengelola tanah untuk dibuat menjadi batu bata sampai proses pembakaran,
dengan pembagian keuntungan sama rata 50% pemilik dan 50% pengelola.
Keuntungan diperoleh dari hasil jual batu bata tersebut. Praktek ini sesuai dengan
hukum Islam.13
Kedua, penelitian Meki Utami tentang “Implementasi Perjanjian Mawah
Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan Masyarakat Reudeup Kecamatan
Montasik Menurut Hukum Islam”. Karena itu masalah yang diteliti antaranya
implementasi perjanjian mawah penggemukan sapi di kalangan masyarakat
Reudep Kecamatan Montasik dan hukum Islam dan Pengaruhnya perekonomian
masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik. Metode penelitian yang gunakan yaitu
metode pendekatan kualitatif yang bersifat sosiologi. Peneliti menemukan
13 Siti Fadhillah, ‘̒Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam
Pembuatan Batu Bata di Desa BanyuRejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman "(Skripsi tidak
Diterbitkan), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8implementasi mawah Desa Reudeup yaitu kesepakatan antara pemilik lembu
dengan pemelihara dengan menyerahkan lembunya untuk dipelihara mengenai
perawatan makan dan minum sepenuhnya tanggung jawab pemelihara lembu dan
apabila terjadi risiko sepenuhnya tanggungan pemilik kecuali kelalaian pengelola.
Namun ketika proses pemeliharaan di mana pemelihara tidak menggunakan
binatang itu bukan seperti yang dituangkan dalam  kontrak, dalam arti bahwa
binatang itu dijadikan sebagai alat produksi, seperti bajak sawah dan lainnya,
menyembunyikan sesuatu pada saat  perawatan atau pertumbuhan binatang ternak
sapi agar cepat besar sehingga nantinya menghilangkan kualitas sapi.
Pengaruhnya bagi perekonomian bahwa indikator tersebut memiliki pandangan
yang sama dari segi kesepakatan dan tingkat kebutuhan yang mengandung asas
manfaat.14
Ketiga, penelitian Iko tentang “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah
Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah”. Karena
itu masalah yang diteliti antaranya sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian
yang berlaku di Kecamatan Bulakamba serta faktor dan kendala yang
mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Metode
penelitian yang gunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologi, dengan
spesifikasi deskriptif analisis. Peneliti menemukan pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tidak
menggunakan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960
tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian
14Meki Utami, “Impelemntasi Perjanjian Mawah Dalam Penggemukan Sapi Di Kalangan
Masyarakat Reudeup Kecamatan Montasik Menurut Hukum Islam’’ (Skripsi tidak diterbitkan),
Fakultas Syari’ah IAIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh.
9bagi hasil  berdasarkan hukum Adat yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun
berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan
penggarap yang dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Tidak
berlakunya Undang-undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola
hidup yang memicu pasifnya di daerah ini, tingkat pendidikan yang masih rendah
menyebabkan ketidakmajuan daerah tersebut serta faktor budaya yang kental dari
masyarakat tersebut yang lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam
melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat. Kendala
yang sering terjadi dalam perjanjian adalah hapus atau jeda hubungan kedua
belah pihak yang terjadi pada saat durasi yang telah disepakati bersama pada saat
musim panen berakhir dan menghapus kesepakatan karena salah satu pihak
memutuskan sebuah janji dari kesepakatan awal15
Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat
menyimpulkan penelitian tentang perjanjian bagi hasil sudah banyak dilakukan,
namun sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian mengenai
perjanjian bagi hasil mawah lembu di Desa Rabo dalam perspektif akad
muḍārabah, sehingga penulis merasa tertarik dan perlu meneliti lebih dalam
mengenai konsep bagi hasil dalam Islam.
15Iko,  “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba
Kabupaten Brebes Jawa Tengah”, (Skripsi tidak Diterbitkan), MastersThesis, Program Pasca
Sarjana Universitas Diponegoro.
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1.6 Metodologi Penelitian
1.6.1 Pendekatan Penelitian
Studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan studi
lapangan yaitu wawancara dengan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak
yang melakukan perjanjian seperti pemilik dan pemelihara lembu serta pihak yang
berwenang yaitu keuchik dan sekdes gampong Rabo dengan mencari informasi
yang berhubungan dengan masalah perjanjian bagi hasil mawah lembu selain itu
peneliti juga dapat mencari buku-buku, artikel-artikel, kitab-kitab serta data
lainnya yang berkaitan dengan bagi hasil mawah dalam perspektif muḍārabah.
Selain itu penulis juga menggunakan alat instrumen pengumpulan data berupa alat
tulis buku, pulpen, perekam  guna untuk mencatat hasil wawancara yang berkaitan
dengan judul penelitian penulis.
1.6.2    Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang
ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai perjanjian bagi
hasil mawah lembu yaitu di Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
1.6.3    Metode Analisis Data
Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan guna mendukung
penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode
deskriptif analisis, dengan menggambarkan situasi atau fenomena perjanjian bagi
hasil mawah lembu di Desa Rabo dengan berbagai kebiasaan aktivitas dan
karakteristik.16 Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara mengenai
16 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 19
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perjanjian bagi hasil mawah lembu di Desa Rabo yang disertai uraian hukum
konsep muḍārabah dalam berbagai sumber tafsiran Al quran, buku-buku serta
berita lainnya sehingga  memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dari seluruh
hasil penelitian mengenai perjanjian bagi hasil mawah lembu dalam perspektif
muḍārabah.
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BAB DUA
PERJANJIAN BAGI HASIL, MUḌᾹRABAH,
DAN RISIKO PADA MAWAH LEMBU
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu
2.1.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, akan tetapi dalam hukum
Islam perjanjian diistilahkan dengan دقع (akad). Kata akad berasal dari kata ادقعل
(al-aqdu) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungan. Sedangkan
menurut istilah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak
berjanji kepada seseorang atau pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal.1
Dalam Fiqh Muamalah perjanjian berarti akad yang berarti keterkaitan
atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.
Menurut para ulama Fiqih, sebagaimana kutipan dari Mardani akad
didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak
syari’at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek
perikatan.
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan
dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak
melakukan perbuatan hukum tertentu.2
1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007),
hlm.  68.
2Mardhani , Fiqih Muamalah Syari’ah , (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 237.
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Menurut Pasal 262 Mursyid Al-Hairan, sebagaimana kutipan oleh Syamsul
Anwar akad (perjanjian) merupakan persetujuan berupa ijab qabul yang diajukan
oleh kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum dalam objek akad.3
Adapun menurut pendapat lainnya dari WJS. Poerwadarminta mengenai
akad (perjanjian) sebagaimana kutipan oleh Chairuman Pasaribu: “Persetujuan
dapat dilakukan secara (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah
pihak atau lebih dengan berjanji akan mentaati peraturan yang diperjanjikan.4
Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka
perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang
dijelaskan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia
secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Menurut Chairuman Pasaribu perbuatan hukum dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Perbuatan hukum sepihak dapat dikatakan yaitu perbuatan hukum yang
dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban
pada pihak tersebut, seperti
a. Perbuatan wasiat
b. Pemberian hadiah
c. Dan lainnya.
2. Perbuatan hukum dua pihak dapat diartikan perbuatan hukum yang
dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak
dengan timbal balik, seperti :
a. Jual beli
3Ibid .
4Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
hlm. 1.
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b. Sewa-menyewa.
c. Dan lainnya.5
Ada beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum Islam di antaranya :
1. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah).
2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ HurriyyahatTa’aqud).
3. Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah).
4. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan).6
Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan: ‘̒Perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sah
nya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu.7
Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji
kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal,
sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi
perjanjian yang mereka buat.8
5Ibid., hlm. 2.
6Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., hlm. 83.
7Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008), hlm 91. BN. Marbun, Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum
(Jakarta: Puspa Swara, 2009), hlm. 2.
8Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm.
107.
15
Menurut KRMT Tirtodinigrat sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha,
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua
orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan dipaksakan
oleh undang-undang.
Menurut Polak sebagaimana kutipan oleh Agus Yudha, perjanjian yaitu
suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan
kewajiban.9
Menurut Subekti sebagaimana kutipan oleh Rai Widjaya, perjanjian adalah
suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang
memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,
sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. 10
Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak
dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut. Pernyataan kehendak
dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, sikap atau tindakan.
Untuk mencapai tujuan atas kehendak pihak-pihak dalam perjanjian, ada
beberapa asas-asas yang terkait di dalamnya, yaitu
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Pelengkap
3. Asas Konsensual
4. Asas Obligator.11
9Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 16.
10Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, (Jakarta: Kesaint Blane, 2004), hlm. 22.
11Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian..., hlm. 13.
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Praktek perjanjian sudah sering dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh
perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian gadai, salah satunya
perjanjian bagi hasil.
Secara Islam/ muḍārabah perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian
antara pemilik modal dan pengguna dana untuk aktivitas yang produktif di mana
keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.12
Adapun menurut definisi lainnya adalah akad yang terjalin antara dua
pihak yang melakukan perjanjian. Pihak pertama memberikan hartanya secara
tunai kepada pihak kedua agar digunakan untuk berdagang, kemudian keuntungan
yang diperoleh dibagi antara mereka sesuai dengan persentase yang telah
disepakati.13
Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 :
“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang
diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum
pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap,
berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut
untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan
pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.” 14
Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan perjanjian bagi hasil merupakan
kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam usaha pertanian, di
mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk digarap
dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Hubungannya
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menyerahkan
modal kepada pihak lain untuk dikelola dan hasil dibagi sesuai kesepakatan
12Mardhani, Fiqih Muamalah ..., hlm. 238.
13Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid  III, (Beirut : Dar Al-Fikri), hlm. 380.
14RI. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, hlm. 1.
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bersama. Meskipun dalam Pasal lebih menjelaskan tentang tanah, namun juga
memiliki keterkaitan bidang peternakan di mana pemilik lembu menyerahkan
lembunya kepada pihak pemelihara dengan pembagian hasil dibagi sesuai
kesepakatan bersama.
Dengan demikian baik dari kalangan ahli hukum Perdata dan ahli hukum
Islam ada persamaan di mana titik temunya adalah kesepakatan untuk
mengikatkan diri dengan seorang lainnya.
Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi.
Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain
menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang
merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat
dipaksakan, bahkan melalui hakim.
2.1.2 Mawah Lembu
Menurut kamus Aceh - Indonesia, “Mawah” berarti “cara bagi hasil yang
mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak
seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.15
Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mawah lembu
merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik lembu dengan pemelihara lembu
di mana pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara untuk
dipelihara, pembagian hasil lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu
betina berupa anak lembu.
15Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh- Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 582.
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2.2       Konsep Muḍārabah
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Muḍārabah
Muḍārabah berasal dari kata ḍarba, yang berarti memukul atau berjalan
sedangkan maksud kata memukul atau berjalan yaitu seseorang yang melakukan
aktivitas di bumi dengan bekerja tujuan mencari karunia Allah SWT.16
Secara istilah muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik
modal dengan pengelola di mana pihak pemilik menyerahkan 100% modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha sesuai
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung
oleh pemilik modal apabila kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.
Apabila kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.17
Sedangkan definisi terminologi muḍārabah menurut para ulama Fiqh yang
dinyatakan oleh Mazhab Hanafiyah sebagaimana kutipan oleh Meki Utami adalah
perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan
pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
Mazhab Syafi’iyah menyatakan bahwa muḍārabah yaitu suatu akad yang
menyerahkan modal kepada pihak lain untuk menjalani usahanya hasil
keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun beliau telah menegaskan bahwa
muḍārabah sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus
16Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka SM,
2007), hlm. 41.
17Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT
Grasindo, 2005), hlm. 33-34.
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dipenuhi dari persyaratan dari kedua belah pihak melakukan akad, sebagaimana ia
juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.18
Mazhab Malikiyah menyatakan sebagaimana kutipan oleh Meki Utami
bahwa muḍārabah yaitu suatu pemberian modal untuk berdagang dengan mata
uang yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari
keuntungannya. Dalam definisi Mazhab Malikiyah, disebutkan adanya
persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam muḍārabah dan cara
pembagian keuntungan dengan bagian yang jelas tertentu sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak yang berserikat, namun tidak menegaskan
muḍārabah itu sebagai suatu akad (kontrak), melainkan sebagai pembayaran
(penyerahan modal) itu sendiri.19
Selanjutnya menurut Mazhab Hanabilah sebagaimana kutipan oleh  Abdul
Mu’iz mengatakan bahwa muḍārabah adalah penyerahan suatu modal tertentu
dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang menjalani usaha dengan
mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Meskipun definisi yang
diberikan Mazhab Hanabilah ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan
antara dua orang yang berserikat sesuai menurut yang mereka tentukan, namun ia
tidak menyebutkan lafaz akad dan juga belum  menyebutkan persyaratan yang
harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.20
Selain dari definisi dari empat Mazhab tersebut, ada beberapa definisi dari
ulama lain yaitu Imam Sarakhsi, salah satu pakar perundangan Islam yang dikenal
18Meki Utami, ‘ ̒Impelemntasi Perjanjian Mawah..., hlm. 29.
19Ibid., hlm. 30.
20Abdul Mu’iz, Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar- Raniry Banda Aceh
2011, hlm.  29-30.
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melalui karyanya kitab Al-Mabsuth telah memberikan definisi muḍārabah yakni
“Perikatan muḍārabah adalah diambil dari pada perkataan ḍarb (usaha di atas
bumi)’’. Dinamakan tersebut karena muḍārib sebagai penggunaan modal usaha
berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah usahanya. Selain
mendapatkan keuntungan, ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan
menentukan tujuannya sendiri.21
Definisi lain mengenai muḍārabah juga dikemukakan oleh beberapa pakar
ekonomi Islam. Menurut Antonio sebagaimana kutipan oleh Naf’an muḍārabah
merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Keuntungan usaha secara muḍārabah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik
modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian
tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.22
Sementara menurut Sutan Remy, muḍārabah adalah suatu transaksi
pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu pihak yang
penyedia modal guna menjalani usaha tersebut kepada pihak lain. Pihak tersebut
disebut ṣāḥibul māl. Pihak lain yaitu pengusaha yang memerlukan modal untuk
menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari dan pihak
tersebut disebut muḍārib.23
21Imam Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 102.
22Naf’an, Pembiayaan musyarakah..., hlm. 115.
23Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 26.
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Menurut Sudarsono sebagaimana kutipan oleh Naf’an mengatakan juga
bahwa muḍārabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana
pihak pertama (ṣāḥibul māl) menyediakan seluruh modal sedangkan lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian tersebut bukan akibat kelalain pengelola.24
Dari definisi di atas dapat disimpulkan muḍārabah adalah suatu akad
kerjasama antara pemilik modal dengan pemelihara modal. Di mana modal
finansial dari satu pihak sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dengan kata
lain muḍārabah adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak, dengan harta
dari pihak lain. Sehingga yang satu bekerja, sedangkan yang lain mengelola harta
tersebut. Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase dari hasil
keuntungan yang diperoleh.
Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan muḍārabah adalah firman
Allah SWT  dalam surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:
...... ىلقىَضْرَم ْمُكْنِم ُنْوُكَيَس ْنَأ َمِلَع لا ِاللها ِلْضَف ْنِم َنْوُغَـتَـي ِضْرَلأا ِفى َنْوُـِبرْضَي َنْوُرَخآَو
 لا ِفى َنْوُِلتاَقُـي َنْوُرَخَأَو ِاللها ِلْيِبَسىلص ُهْنِم َرَّسَيَـت اَم اوُءَرْـقَاف لا َةوَكَّزلا اوُتآَو َةوَلَّصلااوُمْيَِقأَو
 اًنَسَحاًضْرَـف َاللها اوُضِرَْقاَو ىلق ِاللها َدْنِع ُهْوُدَِتج ٍْيرَخ ْنِّم ْمُكِسُفْـَنِلا اوُم ِّدَقُـت اَمَو لا َمَظَْعاَّو ًارْـيَخَو
 ًارْجَا ىلق اوُرِفْغَـتْساَو ِاللها ىلق َّنِا) .ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ َاللها: لمزلما٢٠(.
Artinya : "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,
maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al quran dan dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah
pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk
24Ibid.
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dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai
balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan
mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Muzammil : 20).25
Ayat tersebut terdapat kata yaḍribun yang asal kata sama dengan
muḍārabah, yakni ḍāraba yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan
usaha.26 Agar kehidupan terpenuhi, maka dari itu diharuskan bagi manusia untuk
mencari rezeki dengan cara yang halal, baik serta jujur dan mengarah pada
perjalanan dari tujuan usaha tersebut. Salah satu menjalankan usaha yaitu dengan
cara berdagang dan lainnya.
Selanjutnya, firman Allah dalam Surat al-Baqarah  ayat 273 :
 َلجا ُمُهُـبَسَْيح ِضْرَْلأا ِفى ًابْرَض َنْوُع ْـيِطَتْسَي َلا ِاللها ِلْيِبَس ِفى اوُرِصُأ َنْيِذَّلا ِءَارَقُفِْلل َءاَيِنْغَأ ُلِها
 ًافَاْلحِإ َساَّنلا َنْوَُلأْسَي َلا ْمُهاَمْيِسِب ْمُهُـِفرْعَـت ِفُّفَعَّـتلا َنِمىلق َف ٍْيرَخ ْنِم اوُقِفْنَـت اَمَو ِِهب َاللها َّنِإ
) ٌمْيِلَع: ةرقبلا٢٧٣(.
Artinya : “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di
jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak
tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari
minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya,
mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka
sesungguhnya Allah Maha Mengatahui’’.(QS. Al-Baqarah : 273).27
Ayat di atas terdapat kata ḍarba yang berarti berusaha. Maksud dari ayat
tersebut bahwasanya setiap manusia harus saling tolong- menolong, salah satunya
dengan cara berinfak (memberi) sebagian hartanya miliknya kepada kaum fakir
25Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya,  (Jakarta : Yayasan
Penyelenggaraan Peterjemahan Alquran, 1989), hlm. 574
26Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi .Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer
Aly, (Semarang : Toba Putra, 1993), hlm. 37.
27Ibid, hlm. 46
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yang terkurung dalam perjuangan jihad fisabilillah, agar mereka dapat berusaha
untuk memenuhi kebutuhan hidup.28
kemudian pada surat Al Baqarah ayat 283 Allah berfirman:
 ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدَِتج ََْلمو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو ىلص ِّدَؤُـيْلَـف اًضْعَـب ْمُكُضْعَـب َنَِمأ ْنَِإف
 ُهَّبَر َاللها ِقَّتَيْلَو ُهَتَـناََمأ َنُِتمْؤا يِذَّلاىلق َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت َلاَوج ُهُبْلَـق ٌِثمآ ُهَّنَِإف اَهْمُتْكَي ْنَم َوىلق
 َِبم ُاللهاَو) ٌمْيِلَع َنْوُلَمْعَـت ا: ةرقبلا٢٨٣(.
Artinya : ʻʻJika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang
menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakanʼʼ.(QS. Al-Baqarah : 283).29
Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seorang berada dalam
keadaan bepergian dan melakukan suatu tindakan bermuamalah hendaklah ia
mencatat transaksi tersebut sebagai bukti kepercayaan atau penguat namun apabila
ia tidak mendapatkan seseorang yang pandai atau adil dalam penulisan tersebut ia
dapat menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai
jaminan yang dipegang.30 Hal ini perlu untuk menjaga agar kedua belah pihak
yang melakukan perjanjian muḍārabah bisa saling percaya satu sama lain
sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
28Salim dan Said Bahreisy, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya : PT Bina
Ilmu, 1987), hlm. 493
29Ibid, hlm. 49
30Ibid, hlm. 520
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Selain ayat Al quran juga terdapat hadis yang berkaitan dengan
muḍārabah diantaranya :
Hadis tentang muḍārabah :
نع لالما عفد اذا بلطلما دبع نب سابعلا اندّيس ناك :لاق ّهنا امهنع اللها يضر سابع نبا
 ةباد هب يترشي لاو  ايداو هب لزني لاو اربح هب كلسي لا نا هبحاص ىلع طترشا ةبراضم
ىلص اللها لوسر هطرش غلبف نمض كلذ لعف ناف ةبطر دبك تاذاللها .هزاجأف ملسو هيلع
ابرطلا هاور)(ني
Artinya : ‘̒Dari dari Ibn ‘Abbas r.a bahwa Sayyidina ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muthalib
jika memberikan dana ke mitra usahanya secara muḍārabah, maka ia
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,
menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi
peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas
dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada
Rasulullah Saw dan Rasul pun membolehkannya.’’(HR. Thabrani).31
Hadis riwayat Ibn Majah berbunyi :
لحاص نعاللها لوسر لاق : لاق هيبأ نع بيهص نبلصى نهيف ثلاث : ملسو هيلع اللها
لىإ عيبلا : ةكبرلا لجأاقلما و(ةجام نبا هاور) .عيبلل لا تيبلل يرعشلاب برلا طلخو ةضر
Artinya : ‘ʻDari Shalih Ibnu Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, tiga
perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu: jual beli sampai
batas waktu, pemberian modal dan mencampurkan gandum dengan
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual’’ (HR. Ibn Majah).32
Dasar hukum lainnya yaitu ijma’ ulama, di mana sejumlah sahabat
menyerahkan (kepada orang muḍārib) harta anak yatim sebagai muḍārabah dan
tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai
31Imam Thabrani, Syarah Thabrani, (Beirut : Dar al- Kutb al- Ilmiyyah, t,t), hlm. 119
32Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, jilid ke 2, (Kairo : Dar al- Hadis,t.th), hlm. 768.
25
ijma’. Berdasarkan qiyas, muḍārabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah
(mengambil upaya dari menyirami tanaman). Membolehkan akad ini didasarkan
semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.33
Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa muḍārabah merupakan suatu
aktivitas ekonomi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan satu sama
lainnya. Dalam aktivitas tersebut mengajarkan kita bahwasanya hidup ini tidak
dapat berdiri sendiri malainkan adanya interaksi antar sesama yaitu dengan cara
saling tolong menolong, sehingga dapat memberikan manfaat kepada sesama.
namun sifat tersebut harus pada jalan yang benar dan ridha Allah. Muḍārabah ini
juga suatu usaha yang sudah dipraktekkan dari zaman-zaman dahulu yaitu sejak
zaman nabi Muhammad bahkan Rasulullah membenarkan kegiatan tersebut.
2.2.2 Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Muḍārabah
Adapun rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi
sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun
syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan.34 Oleh karena itu,
keabsahan suatu perjanjian muḍārabah tidak terlepas dari rukun dan syarat
muḍārabah itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana kutipan oleh
Adiwarman Karim rukun muḍārabah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan
menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah rukun muḍārabah ada enam yaitu :
1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
33Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI , Edisi Revisi, (Jakarta
Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006), hlm. 39-42.
34Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46-47.
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2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik
barang.
3. Akad Muḍārabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Māl, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.35
Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun muḍārabah ada tiga, yaitu :
1. Pelaku akad.
2. Maqud ‘alaih.
3. Ṣighah.36
Menurut Pasal 232 Komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah, rukun
muḍārabah ada tiga, yaitu sebagai berikut :
1. ṣāḥibul māl.
2. Muḍārib.
3. Akad.37
Menurut Sayyid Sabiq, rukun muḍārabah adalah ijab dan qabul yang
dikeluarkan pihak satu ke pihak lain yang memilki keahlian, selain itu rukun
muḍārabah terbagi kepada lima, di antaranya :
a. Pemodal.
b. Pengelola.
c. Modal.
35Ibid., hlm. 44.
36Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid ke V (Jakarta: Gema Insani,
2011), hlm. 479.
37Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi cetakan ke 1, (Jakarta: Kencana,
2009), hlm. 71.
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d. Nisbah keuntungan.
e. Ṣighah atau akad.38
Selanjutnya, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad muḍārabah,
di antaranya sebagai berikut :
1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha
2. Objek
3. Persetujuan kedua belah pihak.
4. Pembagian keuntungan.39
Selanjutnya, ada beberapa yang harus dipenuhi dalam muḍārabah agar
muḍārabah tersebut dianggap sah di antaranya :
a. Pemilik modal
b. Pemilik usaha
c. Proyek/usaha
d. Modal
e. Ijab qabul
f. Nisbah bagi hasil.40
Pada dasarnya syarat-syarat sah muḍārabah berhubungan dengan rukun
muḍārabah itu sendiri. Syarat-syarat sah muḍārabah adalah sebagai berikut :
a. Modal dan barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila
barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan
atau barang dagangan lainnya, muḍārabah tersebut batal.
38Sayyid  Sabiq, Fiqh Sunnah..., hlm. 382.
39Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan..., hlm. 194.
40Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2003 ), hlm. 17.
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b. Cakap hukum. Maka apabila yang berakad anak-anak yang masih kecil,
orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan maka
muḍārabah tersebut batal.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal
yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut
yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati.41
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus
jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
e. Melafazkan ijab qabul antara dari pemilik modal ke pengelola.
f. Muḍārabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta
untuk berdagang di negara tertentu, waktu dan barang tertentu, karena
persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad
muḍārabah, yaitu kentungan.42
Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
berkenaan dengan modal :
1. Modal dalam muḍārabah harus berupa uang bukan berupa barang, seperti
emas dan perak. Sebab kalau modal berupa barang akan terjadi
ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi harga
barang tidak tetap dan mengalami perubahan.
2. Jumlah modal harus diketahui.
3. Modal harus tunai dan bukan berupa utang.
41Mardhani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 197-198.
42Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 140.
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4. Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat menggunakan
dana sebagai modal usaha.
Berbeda halnya dengan Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad
muḍārabah boleh dilakukan bukan berbentuk uang tapi muḍārabah itu tercapai
dengan nilai barang tersebut ketika terjadi muḍārabah. Seperti “juallah barang ini
dan kelolalah harnganya dengan muḍārabah”. Lalu orang tersebut menjual
barang tersebut dan mengelola hasilnya. Akad seperti ini dibolehkan karena
pemilik tidak menyebutkan barang untuk muḍārabah melainkan menyebutkan
harga sementara maka sah untuk dijadikan modal muḍārabah.43
Adapun mengenai pembagian keuntungan harus diketahui dan ditetapkan
pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh
masing-masing pihak, misalnya sepetiga, setengah dan lain-lain.
Menurut Jumhur ulama sebagaimana kutipan oleh Qomarul Huda bahwa
pengelola usaha tidak boleh melakukan akad muḍārabah lagi dengan orang lain
dengan uang tersebut, karena modal yang diberikan kepadanya berupa amanah.
Apabila penyerahan modal kepihak ketiga maka perjanjian tersebut bukan amanah
melainkan pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemilik modal.44
Menurut Pasal 231 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat
muḍārabah ada tiga, yaitu sebagai berikut :
1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga
kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
43Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., hlm. 482-483.
44Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011),  hlm. 115-116.
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3. Kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad.45
Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat muḍārabah terdiri dari :
a. Perjanjian muḍārabah dapat dibuat secara formal maupun informal, secara
tertulis maupun lisan.
b. Perjanjian muḍārabah dapat pula dilangsungkan antara beberapa ṣāḥibul
māl dan beberapa muḍārib.
c. Pada hakikatnya kewajiban utama ṣāḥibul māl ialah menyerahkan modal
muḍārabah kepada muḍārib. Jika hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian
muḍārabah menjadi tidak sah.
d. Orang yang melakukan transaksi harus cakap hukum sehingga mampu
mengelola dana tersebut.
e. ṣāḥibul māl berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada
muḍārib untuk kegiatan usaha, sedangkan muḍārib berkewajiban
menyediakan keahlian waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek
atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan
semaksimal mungkin.
f. ṣāḥibul māl berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi
usaha muḍārabah tersebut bila usahanya telah diselesaikan oleh muḍārib
dan jumlah hasil likuidasi usaha muḍārabah cukup untuk pengembalian
dana investasi.
45Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi..., hlm. 71.
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g. ṣāḥibul māl tidak dapat meminta jaminan dari muḍārib atas pengembalian
investasinya. Persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian muḍārabah
batal dan tidak berlaku.
h. ṣāḥibul māl melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa muḍārib
mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian muḍārabah.
i. Modal yang harus disediakan oleh ṣāḥibul māl disyaratkan berbentuk
uang, jelas jumlah dan tunai.
j. Keuntungan bersih dibagi antara ṣāḥibul māl dan muḍārib berdasarkan
prinsip profit and loss sharing.
k. Apabila terjadi kerugian, maka ṣāḥibul māl akan kehilangan sebagian atau
seluruh modalnya, sedangkan muḍārib tidak menerima remunerasi
(imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Jadi, baik
posisi ṣāḥibul māl maupun muḍārib harus menghadapi risiko
(mukhatara).46
Adapun syarat-syarat perjanjian agar memudahkan dalam kerjasama
muḍārabah menurut Sayyid Sabiq sebagaimana kutipan dari Chairuman Pasaribu
yaitu:
1. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati keduanya.
2. Harus saling ridha/ rela dan ada pilihan.
3. Haruslah jelas dan terang.47
Berdasarkan pembahasan mengenai rukun dan syarat dalam muḍārabah
menurut konsep Fiqh Muamalah di atas, bahwasanya segala rukun dan syarat
46Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., hlm. 382.
47Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian..., hlm. 2
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harus muḍārabah dipenuhi segala ketentuan-ketentuannya, maka apabila salah
satu rukun dan syarat muḍārabah tidak terpenuhi, maka transakasi dalam kegiatan
muḍārabah dapat dikatakan batal atau tidak sah.
Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam muḍārabah, secara
umum muḍārabah terbagi dalam dua jenis yaitu, muḍārabah muṭlaqah dan
muḍārabah muqayyadah.
a. Muḍārabah Muṭlaqah.
Muḍārabah Muṭlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu
ṣāḥibul māl dan muḍārib, yang mana ṣāḥibul māl menyerahkan sepenuhnya atas
dana yang diberikan kepada muḍārib untuk mengelola usahanya sesuai dengan
prinsip syari’ah. ṣāḥibul māl tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang
diperlukan serta wilayah tempat yang dilakukan. ṣāḥibul māl memberikan
kewenangan yang sangat besar kepada muḍārib untk menjalankan aktivitas
usahanya asalkan sesuai prinsip syari’ah Islam48.
Definis muḍārabah muṭlaqah menurut Rahmat Syafi’i mengatakan
muḍārabah muṭlaqah yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa
memberikan batasan waktu, tempat dan lain-lain, seperti berkata, "Saya serahkan
uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara
kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain".49
b. Muḍārabah Muqayyadah.
Muḍārabah muqayyadah adalah kebalikan dari muḍārabah muṭlaqah. Si
muḍārib diberikan batasan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya
48Ismail, Perbankan Syariah, cetakan ke 2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 86.
49Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 227.
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pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendurungan si ṣāḥibul māl dalam
memasuki jenis dunia usaha tersebut.50
Muḍārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua
pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (ṣāḥibul māl) dan pihak
kedua sebagai pengelola dana (muḍārib). ṣāḥibul māl memberikan dananya
kepada muḍārib, dan memberi batasan atas penggunaan dana tersebut.51
Menurut Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad sebagaimana kutipan oleh
Rahmat Syafi’i membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, apabila
dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, ‘Usahakan modal ini mulai
bulan depan,’ tetapi ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya.52
2.2.3 Hak dan Kewajiban Muḍārabah
a. hak dan kewajiban ṣāḥibul māl adalah :
1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam muḍārabah.
2. Menagih atau menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola
apabila telah jatuh tempo sesuai surat perjanjian.
3. Pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh
pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh muḍārib.
5. Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
6. Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh
kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran muḍārib atas muḍārabah.
50Muhammad Syafi’i Antonio, bank syariah,  (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.
51Ismail, Perbankan Syariah, cetakan ke 2..., hlm. 87.
52 Ibid.
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b. Hak dan Kewajiban muḍārib adalah :
1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam muḍārabah.
2. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan muḍārabah tanpa
campur tangan ṣāḥibul māl.
3. Mengelola modal yang telah diterima dari ṣāḥibul māl sesuai dengan
kesepakatan dan memperhatikan syari’ah Islam serta kebiasaan yang
berlaku.
4. Menanggung seluruh kerugian usaha yang dilakukan oleh kelalaian,
kesengajaan muḍārib atas muḍārabah.53
2.2.4 Sistem bagi hasil Muḍārabah
Sistem muḍārabah dalam pengkosiaan dana pada umumnya melibatkan
kedua belah pihak yakni pemberi modal dan penerima modal atau dengan istilah
ṣāḥibul māl (pemilik modal) dan muḍārib (pengelola). Mengenai hak dan
kewajiban muḍārabah itu telah ditetapkan dalam perjanjian di mana pemilik
menyerah modal 100% sedangkan pihak lainnya hanya menerima dan
mengeluarkan tenaga kerja dalam menjalani usaha.
Sistem bagi hasil dipandang sebagai bentuk perolehan nilai dari hasil
usaha pengelola dengan besar kecilnya pembagian ditentukan kesepakatan
bersama pada awal perjanjian. Bagi hasil ini disebut juga dengan bentuk return
dengan kata lain perolehan modal kembali dari waktu ke waktu tanpa adanya
53Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. Cet pertama, 2010, hlm .352-353.
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kepastian yang tetap. Besar kecil perolehan modal tergantung dari usaha yang
dijalankan.54 Adapun sistem bagi hasilnya terbagi dari dua:
1. Profit Sharing (bagi hasil/ laba bersih) dapat diartikan bagi hasil yang
dihitung dari pendapatan di mana modal awal dikurangi dari biaya
pengelola.
2. Revenue sharing (bagi untung/ laba kotor) dapat diartikan bagi hasil yang
dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.55
Prinsip profit sharing menurut Sayyid Sabiq berdasarkan pendapat Imam
Abu Hanafiyah, Imam Malikiyah bahwa muḍārib boleh membelanjakan harta
muḍārabah seperti biaya makan, minum dan lainnya ketika dalam perjalanan saja.
Hanabilah juga mengatakan bahwa muḍārib boleh membelanjakan harta
muḍārabah baik keadaan menetap maupun bepergian atas izin dari ṣāḥibul māl,
tetapi besarnya nafkah hanya boleh digunakan adalah nafkah menurut kebiasaan
para pedagang dan tidak boros.
Sedangkan prinsip revenue sharing berdasarkan pendapat Imam Syafi’iyah
mengatakan tidak boleh mempergunakan harta muḍārabah sebagai biaya baik
keadaan menetap maupun bepergian karena muḍārib telah mendapatkan
keuntungan, jadi ia tidak berhak mendapat nafkah dari harta muḍārabah yang
akhirnya ia kan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari ṣāḥibul māl.56
Konsep muḍārabah yang berbasis pola bagi hasil pastinya akan
menimbulkan konsekuensi yang seluruh kerugian usaha biayanya ditanggung oleh
54Adiwarman Karim, Bank Islam..., hlm. 191.
55Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:
Konsep, produk dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 264.
56Sayyid Sabiq,  Fiqh Sunnah..., hlm. 384.
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ṣāḥibul māl (pemilik modal) kecuali atas kelalaian yang disebabkan oleh
pengelola dikarenakan ia melanggar persyaratan yang disepakati. Selain itu juga
ṣāḥibul māl harus dapat mengantisipasi kerugian sejak awal, sehingga cenderung
bekerjasama untuk mengatasi risiko tersebut.
Pemberian keuntungan muḍārabah harus dinyatakan dalam persentase
yang jelas antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal
rupiah. Penentuan keuntungan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak
yang ditetapkan di awal perjanjian dengan mengembalikan modal yang telah
ditanamkan ṣāḥibul māl, namun kebanyakan ulama membolehkan membagi
keuntungan tanpa mengembalikan modal dan ini boleh dilakukan sepanjang
kerjasama masih berlangsung. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai
keabsahan keuntungan, sebagian ulama menyebutkan ketika keuntungan telah
dibagikan setelah itu usaha mengalami kerugian maka pengelola harus menutupi
kerugian dari keuntungan yang telah diberikan kepadanya.57
Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan oleh
Wahbah Az-Zuhaili Jika dalam syarat muḍārabah menyebabkan ketidakjelasan
keuntungan maka akad muḍārabah tersebut menjadi batal. Akan tetapi jika syarat
muḍārabah tersebut tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka
syaratnya batal tetapi akad muḍārabah tetap sah. Contoh jika pemilik modal
mensyaratkan terjadi kerugian menjadi tanggungan bersama antara pemilik dan
penerima modal atau muḍārib, maka syarat ini dianggap batal akan tetapi akadnya
tetap sah. pada dasarnya kerugian dalam muḍārabah yaitu tanggung jawab
57Ahmad Sumiyanto, Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah, (Yogyakarta: Magistra
Insania Press, 2005), hlm. 10-11.
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pemilik modal. jadi, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya atau muḍārib
dianggap sebagai akad fasiq (rusak). Hal itu bukan syarat yang menyebabkan
ketidakjelasan pada keuntungan tetapi mempengaruhi pada akad sehingga
menjadikannya fasiq. Berdasarkan hal tersebut, menjalankan dari harta biaya
keuntungan beserta tetap adanya jaminan pada modal tersebut.
Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa muḍārabah itu tidak
sah, karena ada syarat yang mengandung unsur penipuan yang bertentangan
dengan sifat dan tabiat akad.58
Menurut Imam Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan oleh
Wahbah Az-Zuhaili jika muḍārabah mengisyaratkan keuntungan milik muḍārib,
maka akadnya bukan lagi muḍārabah melainkan akad pinjaman. Sedangkan
menurut Imam Syafi’iyah muḍārabah menjadi batal dan muḍārib berhak
mendapatkan upah umum dari pekerjaannya. Sedangkan ulama Malikiyah
berpendapat boleh mensyaratkan keuntungan seluruhnya kepada ṣāḥibul māl atau
lainnya karena itu termasuk tabarru’ (pemberian sukarela) dengan syarat muḍārib
menanggung modal tersebut jika syarat keuntungan untuknya karena modal dalam
hal ini berupa pinjaman.59
2.2.5 Berakhirnya Muḍārabah
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada beberapa faktor yang menyebabkan
muḍārabah menjadi batal apabila :
1. Salah satu syarat sah muḍārabah yang tidak terpenuhi.
58 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., hlm. 492-493
59Ibid., hlm. 487- 488.
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2. Kecerobohan dari pihak pengelola dalam memelihara atau menjaga harta
sehingga menghilangkan tujuan dari akad tersebut. Dalam hal ini,
pengelola harus mengganti kerugian karena disebabkan kecerobohannya
sendiri.
3. Salah satu pihak baik pekerja maupun pengelola meninggal dunia. Jika
yang meninggal pihak pemilik modal maka pihak pengelola tidak berhak
untuk mempergunakan modal itu kembali kecuali atas izin waris dari pihak
pengelola.60
2.3 Risiko Dalam Perjanjian
Secara umum risiko diartikan sebagai tanggung jawab seseorang sebagai
akibat dari perbuatannya. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut
dengan resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu
seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar
kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.
Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (overmacht). Ajaran ini
dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian
sepihak adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan
prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu
perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai
dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Yang termasuk dalam
60Ibid., hlm. 511- 513
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perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, sewa-menyewa, salah satunya perjanjian
bagi hasil.61
Menurut pengertian lainnya risiko merupakan bahaya, akibat atau
konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung
atau kejadian yang akan datang.62
Berbicara mengenai masalah “risiko” di dalam perjanjian, maka hal ini
berarti menelaah isi Buku III dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
sebenarnya kita hanya menemukan satu pasal saja yang sengaja mengatur soal
risiko yaitu pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1237
berbunyi : “Dalam hal timbulnya suatu perikatan untuk menyerahkan suatu barang
tertentu, maka barang itu semenjak terbitnya perikatan adalah menjadi tanggungan
si kreditur. Perkataan “tanggungan” dari bunyi pasal tersebut adalah sama dengan
“risiko”. Dengan bunyi pasal di atas maka dapat diketahui dalam hal perikatan
untuk menyerahkan sesuatu barang tertentu jika barang itu sebelum diserahkan,
musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini
harus dipikul oleh “kreditur” yaitu pihak yang berhak menerimanya. Suatu
perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu adalah suatu perikatan yang
timbul karena perjanjian sepihak. Dengan kata lain, pembuat undang-undang tidak
memikirkan perjanjian timbal-balik, di mana pihak yang berkewajiban melakukan
suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi, dia hanya memikirkan
pada suatu perikatan secara abstrak, di mana ada satu pihak yang wajib melakukan
61Salim, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,
2003), hlm. 103. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak..., hlm. 167.
62www.id.wikipedia.org, Risiko, 16 Juli 2017. Diakses melalui situs:
https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko pada tanggal 2 September 2017
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suatu prestasi dan suatu pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Pasal 1237
hanya dapat dipakai pada perjanjian sepihak saja.63
Ada beberapa  pendapat para ahli tentang pengertian risiko, menurut
Arthur Williams dan Richard, M.H menyatakan risiko adalah suatu variasi dari
hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
Menurut A.Abas Salim menyatakan risiko adalah ketidakpastian
(uncertainly) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (loss). Sedangkan
menurut Soekarto menyatakan risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu
peristiwa.64
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan
yang tidak diduga/ tidak diinginkan.
2.4 Perjanjian Bagi Hasil Atau Muḍārabah Mawah Lembu Dan Risikonya
Suatu perjanjian atau kesepakatan yang berbentuk ijab dan qabul di mana
pemilik lembu tidak mampu memelihara sendiri sehingga ia menyerahkan
lembunya kepada pihak lain (pemelihara) untuk dipelihara dan berjanji akan
mentaati peraturan yang diperjanjikan dengan pembagian keuntungan sesuai
persetujuan dan kesepakatan bersama. Persetujuan dapat dilakukan dengan lisan
maupun tulisan sebagaimana kehendak para pihak yang melakukan perjanjian.
63www.landasanteori.com, Pengertian Risiko Dalam Perjanjian Tukar Menukar, Sewa
Menyewa, 25 November 2017. Diakses melalui situs http://www.landasanteori.com.pengertian-
risiko-definisi-dalam.html pada tanggal 2 September 2017
64www.bimbim99re.wordpress.com, Pengertian Risiko Menurut Para Ahli, 29 Januari
2016. Diakses melalui situs https://bimbim99re.wordpress.com. pengertian-risiko-menurut-para-
ahli/ pada tanggal 2 September 2017
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Setiap perjanjian pasti akan timbul timbal hak dan kewajiban pada dua sisi baik
pihak pemilik maupun pemelihara.
Akad/ perjanjian dalam suatu transaksi yang dilakukan pemilik lembu
maupun pemelihara harus sesuai syari’ah Islam agar terhindar unsur gharar di
kemudian hari. Dalam perjanjian salah satu yang tidak boleh dilupakan yaitu
jumlah bagi hasil, dalam Islam keuntungan yang akan menjadi milik pemelihara
dan pemilik lembu harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau
seperempat dan modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara
modal dan laba atau keuntungan dari mawah tersebut yang akan dibagikan antara
pemilik dan  pemelihara  lembu sebagaimana kesepakatan bersama.
Kerjasama mawah antara pemilik dan pemelihara lembu tak selamanya
memberikan keuntungan yang diharapkan, adakalanya terdapat risiko yang dapat
menyebakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam perjanjian bagi
hasil mawah, segala sesuatu peristiwa yang tak tentu ditanggung oleh bagaimana
kondisi peristiwa itu terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Apabila
itu disebabkan atas kelalaian pihak pemelihara maka pemelihara wajib mengganti
atas kerugian tersebut. Maka dari itu sebelum peristiwa terjadi, sebaiknya pihak
pemilik dan pemelihara harus mengantisipasi dari awal perjanjian agar terhindar
dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang
mungkin terjadi.
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BAB TIGA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO
PERJANJIAN BAGI HASIL MAWAH LEMBU
DI DESA RABO KECAMATAN SEULIMUM
3.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian
Dalam bentuk pemberdayaan masyarakat pastikan harus ada kerjasama
yang baik antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik maupun pemelihara.
Dalam penerapan mawah masyarakat Rabo mempunyai beberapa tahapan atau
langkah-langkah yang harus ditempuh antara ṣāḥibul māl dengan muḍāribnya
agar proses kerjasama dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
Maka dari itu, selain proses pelaksanaan hubungan interaksi kedua belah
pihak dalam pelaksanaan bagi hasil mawah seperti saling percaya satu sama lain
dan saling menghargai sesama sangat penting agar mempermudah kerjasama
tersebut.
Untuk mengetahui perihal perjanjian bagi hasil mawah Desa Rabo, jadi
penulis ingin menulis terlebih dahulu profil atau data Desa Rabo Kecamatan
Seulimum. Adapun letak geografis Desa Rabo sebagaimana data yang diperoleh
sebagai berikut :
1. Letak geografis Desa Rabo
Desa Rabo merupakan salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan
Seulimum  Aceh Besar dengan luas 250 Ha yang terdiri dari 70 KK serta dengan
jumlah penduduk 270 jiwa. Desa ini terdiri dari 2 dusun, di antaranya :
a. Dusun Ingin Maju
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b. Dusun Ingin Jaya
2. Luas lahan Desa Rabo di antaranya :
a. Perumahan sekitar 21.1 Ha
b. Lahan Pertanian 100 Ha.
c. Lahan Perkebunan 50,6 Ha.
d. Dan lainnya 79,4 Ha.
3. Perekonomian masyarakat Rabo
Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Rabo sangat dominan di
bidang pertanian dan peternakkan dikarenakan penduduk di sini rata-rata
pendapatannya dapat digolongkan menengah ke bawah, jadi pekerjaan itulah salah
satu jalan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.1
3.2 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Antara
Pemilik Dengan Pemelihara Di Desa Rabo.
Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerjasama perlu adanya saling
interaksi kedua pihak yang melakukan mawah selain itu sikap saling percaya dan
toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini agar kelancaran mawah
dapat tercapai. Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Rabo yaitu
sangat dominan di bidang peternakan dan pertanian. Dua bidang tersebut salah
satu aktivitas atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja
sebagai pemelihara lembu sudah menjadi pekerjaan utama di desa ini dan pemilik
modal bukan dari desa tersebut melainkan warga desa lain yang masih berada di
1Data diperoleh dari Iskandar selaku Keuchik dan salah satu warga  pada tanggal 29 Juli
2017 di Desa Rabo  Kecamatan Seulimum
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Kecamatan yang sama. Meskipun berada di lokasi yang berbeda, namun tidak
menghambat mereka untuk melakukan kerjasama ini.
Penanaman modal ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pemilik
modal untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri dikarenakan
mereka yang memiliki rutinitas lainnya sehingga mereka mempercayai kepada
pihak lain untuk mengelola modal tersebut. Di mana pihak pemilik lembu (modal)
tidak mampu  memelihara lembu sehingga ia menyuruh pihak lain yang memiliki
keahlian khusus dalam pemeliharaan. Agar terlaksana kerjasama ini harus ada
modal awal yang harus diserahkan pemilik kepada pemelihara, penyerahan  modal
harus dinyatakan dalam akad atau perjanjian.
Akad atau perjanjian dalam suatu transaksi sangat diperlukan supaya
terhindar dari unsur gharar di kemudian hari. Maka dari itu akad yang dilakukan
harus sesuai ketetapan yang telah diatur dalam hukum Islam.
Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam akad atau perjanjian yaitu
jumlah bagi hasil. Bagi hasil di Desa Rabo dilakukan atas persetujuan dan
kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan.
Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama
manusia antara pihak pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan, dan hasilnya
dibagi menurut kesepakatan. Walaupun sistem pembagian dan pelaksanaan  yang
berbeda-beda di setiap daerah, namun prinsipnya sama yaitu mencari keuntungan,
dengan perjanjian di mana pemilik lembu (modal) hanya menyerahkan lembunya
kepada pihak pemelihara dan pemelihara wajib menjaga amanah tersebut dengan
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sebaiknya, hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Di sini mereka sama-sama
memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal.2
Hasil wawancara dengan bapak Iwan dan Marhaban selaku pemelihara
menyatakan perjanjian bagi hasil mawah sudah menjadi pekerjaan utama bagi
masyarakat Rabo karena kegiatan ini salah satu  jalan masyarakat Rabo bisa
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pihak yang menyerahkan modal
dalam perjanjian bagi hasil mawah dapat digolongkan kepada golongan yang
berpendapatan menengah ke atas, terkadang mereka tidak memiliki waktu atau
keahlian dalam memelihara lembu maka dari itu mereka menyuruh kami selaku
pemelihara untuk merawat dan menjaga mawah milik mereka.
Secara umum modal awal yang diberikan pemilik lembu kepada
masyarakat Rabo berupa lembu bukan bernilai uang, lantaran sudah menjadi
praktek yang lazim dan berkembang di Desa Rabo.
Mengenai pembagian keuntungan dalam perjanjian bagi hasil mawah Desa
Rabo terdapat perbedaan-perbedaan antara lembu jantan dengan lembu betina.
Lembu jantan pembagiannya berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang, sebelum
lembu diserahkan terlebih dahulu, pemilik lembu menaksirkan harga lembu yang
diperoleh dari keuntungan dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal
tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Sedangakan lembu betina
pembagiannya berupa anak lembu, anaknya dibagi antara pemilik dan
pemeliharan, setelah beranak pemilik maupun pemelihara memiliki hak memilih
yang mereka mau sesuai dengan kesepakatan. Apabila lembu yang dipelihara
2Data diperoleh dari Mukhlis Sekdes pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan
Seulimum.
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beranak satu, keuntungan belum dapat dibagikan, anak lembunya masih dalam
pegangan pemelihara akan tetapi apabila pemilik dan pemelihara ingin menjual
anak lembu tersebut maka hak bagi mereka sebagaimana kesepakatan bersama.
proses ini terus berlangsung sampai waktu tertentu akan tetapi induknya (modal)
tetap menjadi pemilik lembu. Sebaliknya apabila lembu betina tidak beranak
maka pembagian keuntungan sama seperti lembu jantan yang berupa nilai hasil
jual yang berbentuk uang dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal
tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Pembagiannya sama rata 50%
pemilik dan 50% pemelihara sebagaimana yang telah disepakati. Dilakukannya
perjanjian didasarkan atas saling percaya dan kekeluargaan. Jika dalam perjanjian
salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian mawah akan diteruskan oleh
ahli waris keluarga yang ditingggalkan dengan pembagian sama seperti perjanjian
sebelumnya.3
Hasil wawancara dengan ibu Salma selaku pemilik lembu  menyatakan
kami yang memiliki modal terkadang tidak ada waktu untuk memelihara
dikarenakan ada kegiatan lain yang harus kami lakukan. Maka dari itu
menyerahkan lembu kepada pihak lain adalah jalan alternatif untuk menghasilkan
keuntungan.4
Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan ibu Nurhayati, Herawati
dan bapak Supian selaku pemelihara juga menyatakan faktor kebutuhan atau
ekonomilah yang menyebabkan kami melakukan mawah ini. Dan kami merasa
3Wawancara dengan Iwan, Marhaban pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di
Desa Rabo Kecamatan Seulimum
4Wawancara dengan Salma, salah satu pemilik lembu pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa
Rabo pada Kecamatan Seulimum
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kerjasama ini sangat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun
pekerjaan tersebut menyita waktu dan perhatian keluarga tapi kami sangat
membutuhkan pekerjaan tersebut.
Kami menganggap pembagian hasil mawah ini merupakan kerjasama yang
dapat membantu perbaikan segi ekonomi warga Desa Rabo. Oleh karena itu
masyarakat berharap dengan adanya kerjasama ini bisa memotivasi warga yang
berpendapatan tinggi lainnya bersedia memberikan modal, sehingga dapat
membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah.
Mengenai isi perjanjian bagi hasil mawah berbeda-beda sesuai
kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian. Walaupun isi perjanjian berbeda-
beda namun dalam keseharian masyarakat Desa Rabo tidak mempermasalahkan
isi perjanjian tersebut. Terlaksananya perjanjian bagi hasil ini bermula ketika
pemilik lembu menyerahkan lembunya kepada pihak pemelihara.
Dalam pemeliharaan lembu pasti membutuhkan waktu yang relatif lama,
pemelihara wajib memelihara, menjaga, dan merawat lembu dengan sebaik
mungkin.
Selain merawat, pemelihara juga memberikan makanan yang sehat
sehingga mencukupi angka kecukupan gizi agar pertumbuhan dalam pengemukan
lembu dapat terpenuhi untuk menunjang tingginya harga jual. Biasanya  makanan
yang diberikan berupa rumput, daun pisang ataupun makanan sejenisnya tanpa
memberikan vitamin-vitamin yang berupa suntik agar mempercepat proses
pengemukan lembu.  Biasanya lembu betina dilepaskan di alam terbuka seperti
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ladang dengan diawasi dari jarak jauh. Sedangkan lembu jantan lebih cenderung
dipelihara dalam kandang.
ʻʻketika proses pemeliharaan kami hanya memberikan air dan makanan.
Makanan yang biasa kami berikan yaitu berupa rumput segar atau pohon
pisang termasuk daun dan akarnya yang baru ditebang. Sekali-kali kami
juga memberikan tebu yang ditanam khusus untuk lembu. Mengenai suntik
atau vitamin-vitamin yang dapat memperbesar lembu kami tidak pernah
menggunakannya. Jika rumput, dan pohon pisang sulit ditemukan atau
didapatkan di daerah kami, maka kami berusaha untuk mencari di Desa
tetangga. Apabila masih sulit untuk ditemukan, maka kami langsung
menjual lembu tersebut agar tidak terjadi risiko di masa mendatang.
Keuntungan yang kami peroleh dari hasil pemeliharaan tersebut sesuai
dengan baik buruknya selama proses pemeliharaanʼʼ.
Mengenai jenis usaha dan tempat dalam perjanjian bagi hasil mawah sudah
dibuat sesuai kesepakatan antara pemilik dan pemelihara, sehingga urusan yang
dimaksud itu menjadi jelas. Akan tetapi jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil
mawah antara pemilik dan pemelihara belum ditentukan secara jelas dan tegas
kapan berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut selama kedua belah pihak masih
saling percaya dan menginginkan terjadinya perjanjian tersebut.
Pemilik modal bukan dari desa tersebut melainkan warga desa lain yang
masih berada di Kecamatan yang sama. Terkadang kurangnya pengawasan
pemilik lembu terhadap lembu miliknya yang diserahkan kepada pemelihara
karena adanya rutinitas lain yang dilakukan pihak pemilik
Demikian halnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah Desa Rabo ada
beberapa faktor atau kendala-kendala yang menyebabkan pertumbuhan lembu
tersebut tidak tumbuh dengan baik misalnya sakit, mati bahkan ada  yang hilang.
Maka dari itu sejak awal kami telah mengantisipasi ternak agar terhindar dari
risiko yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya kami
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selaku pemilik dan pemelihara menyelesaikannya dengan cara musyawarah secara
kekeluargaan bagaimana solusi terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikan
kendala tersebut.5
Hasil wawancara peneliti dengan keuchik Desa Rabo yaitu bapak Iskandar
mengatakan sebagian besar penduduk desa kami mayoritasnya berprofesi sebagai
petani dan peternak. Walaupun penyediaan fasilitas untuk pemeliharaan lembu di
desa ini kurang memadai, tetapi mereka tetap menjalankan usaha tersebut untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Perlu diketahui keadaan mawah ini bukan berarti
tindakan atau praktek yang memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi
yang lebih tinggi melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
saja.
Walaupun perjanjian bagi hasil mawah ini bertujuan mencari keuntungan,
namun kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Meskipun begitu
masyarakat Desa Rabo masih menjalani cara ini untuk mendapatkan pendapatan
keluarga.
Perjanjian bagi hasil mawah Desa Rabo hanya dituangkan dalam lisan
tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum
yang kuat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.6
5Wawancara dengan Nurhayati, Herawati, Supian, pada tanggal 29 Juli 2017 warga  di
Desa Rabo Kecamatan Seulimum
6Wawancara dengan Iskandar Ketua Keuchik pada tanggal 29 Juli 2017 di Desa Rabo
Kecamatan Seulimum
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3.3 Pertanggungan Risiko Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu Di Desa
Rabo
Praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu masyarakat Desa
Rabo yaitu di mana pemilik lembu hanya memiliki modal tetapi ia tidak mampu
memeliharanya sendiri sehingga ia menyerahkan lembunya kepada pihak lain
yang memiliki keahlian khusus dalam pemeliharaan dengan tujuan mencari
keuntungan tanpa mengelola sendiri.  Hasil  dari laba dibagi dua sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.
Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat Desa Rabo Kecamatan
Seulimum mengatakan perjanjian bagi hasil mawah lembu terdapat beberapa
faktor atau kendala-kendala bahkan risiko-risiko yang dapat menyebabkan pihak-
pihak yang melakukan akad mengalami ketidakpastian pembagian keuntungan
antaranya lembu tersebut mengalami sakit, hilang, dan bahkan bisa berujung
kematian. Maka dari itu pemilik maupun pemelihara  harus mengantisipasi sejak
dari awal perjanjian yang disepakati bersama agar kerjasama tersebut terhindar
dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta siap menghadapi setiap risiko yang
mungkin terjadi.
Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat
sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko
dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu
keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.
Hasil wawancara  yang saya lakukan dengan bapak Supian dan bapak
Marhaban selaku pemelihara menyatakan salah satu cara menanggulangi bagi
hasil mawah ketika terjadinya risiko-risiko tersebut yaitu dengan bermusyawarah
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kedua belah pihak, dan dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila
lembu yang dipelihara mengalami sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh
pemilik lembu karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal
perjanjian.7 Akan tetapi berbeda dengan bapak Hamdani  dan ibu Herawati
apabila hewan peliharaan tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung oleh
mereka sebagai pemelihara lembu dan pengobatan tersebut tidak mengenal
keadaan kondisi lembu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal
perjanjian. Pemelihara pun tidak mau menanggung rugi apabila pengobatan diluar
kesanggupannya maka pihak pemelihara melaporkan hal tersebut kepada pihak
pemilik bagaimana jalan terbaik terhadap lembu. Di sini pemilik hanya
memodalkan lembu tanpa mengganti rugi atas tanggungan biaya pengobatan.
Pemelihara pun tidak terpaksa dan ikhlas akan biaya tersebut lantaran biaya
pengobatan tidak terlalu mahal.8 Sedangkan  hasil wawancara dengan ibu
Nurhayati, beliau juga mengatakan apabila hewan peliharaan yang dipelihara tiba-
tiba mengalami musibah seperti  sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh
kedua belah pihak dan itu pun sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal
perjanjian tanpa adanya pengembalian biaya pengobatan tersebut. Pemelihara
ikhlas dan ridha karena tujuan mawah terciptanya sifat saling tolong-menolong.9
Berbeda halnya lagi dengan bapak Iwan dan bapak Faluthi apabila lembu yang
dipelihara tiba-tiba sakit maka biaya pengobatan tak sepenuhnya ditanggung
7Wawancara dengan Supian dan Marhaban, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29
Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum
8Wawancara dengan Hamdani dan Herawati, salah satu pemelihara lembu pada tanggal
29 Juli 2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum
9Wawancara dengan Nurhayati , salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli 2017
di Desa Rabo Kecamatan Seulimum
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pemilik melainkan apabila biaya tersebut dapat dikategorikan relatif ringan maka
pemelihara lembu yang mengobati tetapi apabila biaya pengobatan dapat
dikategorikan relatif besar yang mengobati adalah pihak pemilik karena itu sudah
menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian.10
Berbeda halnya lembu yang hilang, menurut masyarakat Desa Rabo
apabila hewan peliharaan hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima
kerugian dan tidak ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara
kekeluargaan saja kecuali terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak
pemelihara wajib mengganti rugi atas kehilangan tersebut. Begitupun dengan
kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung
risiko tanpa menuntut ganti rugi.
Pembagiannya tetap sebagaimana kesepakatan awal perjanjian yaitu 50%
pemilik dan 50% pemelihara. Apabila modalnya tidak kembali maka mereka tidak
memperoleh keuntungan melainkan pemilik hanya memberikan uang secara
pribadi di luar kesepakatan perjanjian.11
3.4 Tinjauan Konsep Muḍārabah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Mawah
Lembu Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum.
Segala bentuk kerjasama manusia dalam bertransaksi haruslah didasari
oleh hukum Islam. Salah satunya dalam perjanjian bagi hasil mawah. Dalam
Islam perjanjian tersebut disebut muḍārabah. Praktek muḍārabah dalam
perjanjian bagi hasil mawah di Desa Rabo yaitu pemilik lembu tidak mampu
10Wawancara dengan Iwan dan Fathuti, salah satu pemelihara lembu pada tanggal 29 Juli
2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum
11Wawancara dengan Iwan, Herawati, Hamdani dan warga lainnya pada tanggal 29 Juli
2017 di Desa Rabo Kecamatan Seulimum
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mengelolanya sehingga sehingga ia menyerahkan lembu kepada pihak lain
(pemelihara) untuk memelihara lembu, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan
bersama.
Secara konsep muḍārabah meskipun ada beberapa pendapat jumhur
ulama mengatakan modal muḍārabah haruslah jelas tidak boleh berupa hutang
dan modalnya harus uang bukan berupa barang, seperti emas dan perak. Namun
berbeda halnya  dengan Imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad sebagaimana
kutipan oleh Wahbah Az-Zuhaili muḍārabah boleh dilakukan bukan berbentuk
uang tapi muḍārabah itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi
muḍārabah. Seperti "juallah barang ini dan kelolalah harganya dengan
muḍārabah". Lalu orang tersebut menjual barang tersebut dan mengelola
hasilnya. Akad seperti ini dibolehkan karena pemilik tidak menyebutkan barang
untuk muḍārabah melainkan menyebutkan harga sementara maka sah untuk
dijadikan modal muḍārabah.12
Secara umum modal awal yang diberikan pemilik ternak (lembu) kepada
masyarakat Rabo berupa lembu bukan bernilai uang. Lembu jantan pembagiannya
berupa nilai hasil jual yang berbentuk uang, sebelum lembu diserahkan terlebih
dahulu, pemilik lembu menaksirkan harga lembu yang diperoleh dari keuntungan
dengan modal dikurangi, bagian yang lebih dari modal tersebut dibagi dua sesuai
dengan kesepakatan. Sedangkan lembu betina berupa anak lembu, anaknya dibagi
bersama dan pembagian itu sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian, akan
tetapi induknya (modal) tetap menjadi pemilik modal. Meskipun begitu
12Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., hlm. 482-483
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diperbolehkan dalam Islam, walaupun modal berupa lembu bukan bernilai uang
akan tetapi tetap memberikan keuntungan yang jelas terhadap kedua belah pihak.
Bentuk perjanjian dalam muḍārabah itu sendiri dapat dibuat secara formal
maupun informal, secara tertulis maupun lisan yang dilakukan antara ṣāḥibul māl
dan muḍārib. Pada hakikatnya asas dari  perjanjian  Islam yaitu konsensualisme
yaitu terjadinya atau tercapainya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat
antara kedua belah pihak tanpa dengan dipenuhinya formalitas tersebut.13 Dalam
prakteknya bagi hasil mawah lembu yang dilakukan masyarakat Desa Rabo
Kecamatan Seulimum pelaksanaannya hanya lewat lisan saja tanpa adanya
kontrak tertulis, antara pemilik ternak (lembu) dengan pemelihara ternak (lembu).
Melakukan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan atas rasa saling percaya dan
rasa kekeluargaan. Artinya perjanjian tersebut dilakukan atas dasar sepakat tanpa
melibatkan pihak ketiga.  Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah dikatakan sah.
Dalam muḍārabah hak dan kewajiban utama ṣāḥibul māl ialah
menyerahkan modal muḍārabah kepada muḍārib. Jika hal itu tidak dilakukan,
maka perjanjian muḍārabah menjadi tidak sah, menerima bagian laba tertentu
sesuai yang disepakati dalam muḍārabah. Kemudian ṣāḥibul māl harus
memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa muḍārib mentaati syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian muḍārabah, menagih atau menarik
modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai
surat perjanjian, pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang
13Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., hlm 87
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ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.14 Prakteknya
hak dan  kewajiban pemilik ternak (lembu) yaitu menyerahkan modal berupa
ternak (lembu) kepada pemelihara, menerima laba tertentu sesuai yang disepakati,
memberikan pengawasan terhadap kinerja pemelihara, namun terkadang pihak
pemilik jarang mengawasi untuk memastikan kinerja pemelihara dikarenakan
tempat tinggal yang jauh dan kesibukan pemilik lembu di kegiatan-kegiatan lain.
Di sini pun pemilik tidak pernah  meminta keterangan tentang pembukuan yang
ditulis oleh pemelihara terhadap modal yang diberikan karena kebiasaan
masyarakat Desa Rabo perjanjian tersebut hanya diungkapkan secara lisan dan
didasari sikap rasa kepercayaan yang kuatlah menyebabkan pemilik tak pernah
meminta pembukuan.
Sedangkan  hak dan kewajiban muḍārib menyediakan keahlian waktu,
pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan
berusaha untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, menerima bagian
laba tertentu sesuai yang disepakati dalam muḍārabah serta menanggung seluruh
kerugian usaha yang dilakukan oleh kelalaian, kesengajaan muḍārib atas
muḍārabah.15 Praktek masyarakat Rabo mengenai hak dan kewajiban dalam
perjanjian bagi hasil mawah yang dipenuhi pemilik dan pemelihara sebagaimana
kesepakatan yang dilakukan di awal kontrak antara pemilik dan pemelihara
lembu. Namun sebaiknya pemelihara dapat menggunakan pencatatan terhadap
biaya selama pemeliharaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kedua
belah pihak di kemudian hari.
14Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional..., hlm 352.
15Ibid., hlm. 353
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Terlaksana perjanjian muḍārabah itu sendiri tidak terlepas dari rukun dan
syarat muḍārabah. Bahwasanya segala rukun dan syarat muḍārabah harus
dipenuhi segala ketentuan-ketentuannya, maka apabila salah satu rukun dan syarat
muḍārabah tidak terpenuhi, maka transakasi dalam kegiatan muḍārabah dapat
dikatakan batal atau tidak sah.
Mengenai syarat dan rukun dalam praktek bagi hasil mawah masyarakat
Rabo  sudah terpenuhi seperti dalam perjanjian muḍārabah Adapun rukun dari
perjanjian bagi hasil mawah antaranya :
a. Pemilik ternak (lembu)
b. Pemelihara ternak (lembu)
c. Modal.
d. Nisbah keuntungan.
e. Akad.
Pembagian keuntungan dalam muḍārabah harus diketahui dan ditetapkan
pada waktu akad berlangsung, termasuk besarnya bagian yang diterima oleh
masing-masing pihak, misalnya sepertiga, setengah dan lain-lain.16 Pembagian
keuntungan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah masyarakat Desa
Rabo yang dilakukan antara pihak pemilik dan pemelihara sudah nyatakan dengan
jelas besar bagian keuntungan yang diterima pembagiannya sama rata yaitu 50%
pemilik dan 50% pemelihara.
Salah satu syarat dari muḍārabah yaitu apabila terjadi kerugian itu
sepenuhnya tanggungan pemilik modal selagi kerugian tersebut bukan akibat
16Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., hlm. 382
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kelalaian pengelola. Namun Imam Hanafiyah dan Hanabilah sebagaimana kutipan
oleh Wahbah Az-Zuhaili diperbolehkan mengisyaratkan tanggungan kepada
muḍārib walaupun sebenarnya sepenuhnya tanggungan pemilik modal dengan
menjalankan dari harta biaya keuntungan beserta tetap adanya jaminan bagi
pemelihara pada modal tersebut. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah
berpendapat bahwa muḍārabah itu tidak sah, karena ada syarat yang mengandung
unsur penipuan yang bertentangan dengan sifat dan tabiat akad.17 Praktek
pelaksanaan bagi hasil mawah masyarakat Rabo, apabila terjadi risiko atau
kerugian solusi terbaik yang dilakukan masyarakat yaitu dengan cara
kekeluargaan. Apabila lembu tersebut sakit maka biaya pengobatan ditanggung
oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik itu tanggungan pemilik,
tanggungan pemelihara dan bahkan tanggungan bersama karena itu sudah menjadi
kesepakatan bersama. Walaupun biaya pengobatan ditanggung pemelihara tanpa
pengembalikan biaya pengobatan tersebut. Pemelihara tidak meminta biaya ganti
rugi dikarenakan ridha dan rela atas kerjasama tersebut. Perjanjian tetap dianggap
sah dalam Islam apabila perjanjian  dilakukan secara saling ridha dan rela atas isi
perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan.
Adapun praktek perjanjian bagi hasil mawah lembu di Desa Rabo yaitu
menggunakan muḍārabah muqayyadah yang berarti kerja sama usaha antara dua
pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (ṣāḥibul māl) dan pihak
kedua sebagai pengelola dana (muḍārib) membuat sejumlah syarat atau
kesepakatan, sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas.
17Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam..., hlm. 492-493
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Sistem bagi hasil mawah masyarakat Desa Rabo dalam muḍārabah yaitu
tipe profit sharing (bagi hasil/laba bersih) dapat diartikan bagi hasil yang dihitung
dari total pendapatan pengelolaan dana.18 Meskipun ketika terjadi risiko lembu
mengalami sakit, sebagian pengobatan ditanggung oleh pihak pemelihara tanpa
ada pengembali biaya pengobatan dari pihak pemilik. Di sini pemelihara ternak
tidak mempermasalahkan dan meminta biaya penanggungan karena pemelihara
ikhlas dan ridha atas biaya tersebut.
Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana kutipan oleh Chairuman Pasaribu
salah satu  syarat sahnya perjanjian yaitu sama-sama ridha/ rela akan isi perjanjian
atau perkataan tersebut harus kehendak bebas dari masing-masing pihak yang
didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan.19
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi
hasil mawah di Desa Rabo Kecamatan Seulimum antara pemilik dan pemelihara
lembu sudah sesuai dengan konsep muḍārabah dalam hukum Islam. Perjanjian
tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa adanya
unsur pemaksaan. Meskipun biaya pengobatan sebagian ditanggung pemelihara
tanpa adanya jaminan terhadap modal tersebut dan itu tidak dipermasalahkan
karena sahnya suatu perjanjian apabila kedua belah pihak saling ridha dan rela
akan isi perjanjian tersebut.
18Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:...,
hlm.264
19Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian..., hlm. 2
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BAB EMPAT
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu
masyarakat Desa Rabo kecamatan Seulimum , maka dapat disimpulkan :
1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah lembu Desa Rabo dilakukan atas
dasar tolong-menolong dan kekeluargaan berupa lisan. Pemilik lembu
menyerahkan lembunya kepada pihak lain untuk dipelihara, pembagian
hasil dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian sama rata 50% pemilik dan
50% pemelihara, lembu jantan berupa nilai harga jual sedangkan lembu
betina berupa anak lembu. Hak dan kewajiban pemilik dan pemelihara
yaitu mereka sama-sama berhak mendapatkan keuntungan dan kewajiban
pemilik memberikan modal (lembu) sedangkan pemelihara menjaga lembu
tersebut dengan memberi makan dan minum.
2. Pertanggungan risiko di masyarakat Desa Rabo dilakukan secara
kekeluargaan tanpa adanya unsur pemaksaan dan itu dilakukan sesuai
kesepakatan bersama. Apabila lembu yang dipelihara mengalami sakit
maka sepenuhnya biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik lembu,
pemelihara lembu atau keduanya sebagaimana yang dilakukan di awal
perjanjian. Berbeda halnya lembu yang hilang, apabila hewan peliharaan
hilang maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian dan tidak
ada saling mengganti rugi hanya diselesaikan secara kekeluargaan, kecuali
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terjadi dikarenakan kelalaian pemelihara maka pihak pemelihara wajib
mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut. Begitu pula dengan
kematian hewan peliharaan, maka kedua belah pihak sama-sama
menanggung risiko tanpa menuntut ganti rugi.
3. Perjanjian bagi hasil mawah lembu Desa Rabo Kecamatan Seulimum
sudah sesuai dengan konsep muḍārabah dalam hukum Islam. Perjanjian
tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong tanpa
adanya unsur pemaksaan dan kekerasan. Meskipun biaya pengobatan
sebagian ditanggung pemelihara tanpa adanya jaminan terhadap modal dan
itu tidak dipermasalahkan karena pemelihara pun rela dan ikhlas atas biaya
tersebut. Menurut Sayyid Sabiq salah satu  syarat sahnya perjanjian yaitu
sama-sama ridha/ rela akan isi perjanjian atau perkataan tersebut harus
kehendak bebas dari masing-masing pihak yang didasarkan atas
kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan.
4.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang
disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :
1. Dalam melakukan akad hendaklah masyarakat Desa Rabo selain
melakukan secara lisan juga harus dituangkan dalam bentuk kontrak
tertulis, sehingga mempermudah menyelesaikan perselisihan apabila
terjadi di kemudian hari.
2. Hendaknya pemelihara dalam proses pemeliharaan lembu memperkirakan
biaya selama pemeliharaan, supaya dapat mengetahui berapa keuntungan
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yang diperoleh. Dan juga sebagai evaluasi kedepan apakah pekerjaan
tersebut produktif ataupun kurang produktif.
3. Lebih menjaga komunikasi kedua belah pihak antara pemilik dan
pemelihara agar tidak terjadi tindakan penyelewengan di kemudian hari
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DAFTAR WAWANCARA
A. Pertanyaan wawancara dengan pemilik dan pemelihara lembu
1. Siapakah nama bapak/ ibu ?
2. Apa alasan bapak/ ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil mawah?
3. Dalam perjanjian bagi hasil mawah yang bapak/ ibu lakukan, apakah
dilakukan secara tertulis dan ada saksi masing-masing pihak?
4. Apa yang melatar belakangi pemilik lembu menyerahkan lembunya
kepada pihak lain/ pemelihara ?
5. Biasanya berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut
dilakukan ?
6. Apakah pemilik lembu sering melakukan pengawasan terhadap lembu
miliknya?
7. Siapakah yang menyediakan alat, biaya perawatan dan biaya lainnya
selama perjanjian bagi hasil ?
8. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pemeliharaan
dihitung dan dikurangi dari hasil mawah baru dilakukan bagi hasil ?
9. Bagaimana cara membagil hasil dari mawah lembu tersebut? Apakah
sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian dibuat?
Siapakah yang menentukan besaran bagi hasil tersebut?
10. Bagian pembagian bagi hasil dilakukan dalam bentuk apa?
11. Apakah pernah terjadi gagal atau mengalami kerugian selama
melaksanakan perjanjian bagi hasil mawah? Jika pernah terjadi, siapakah
yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, bagaimana
bentuk pembagiannya?
12. Siapakah yang menentukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah
diperjanjikan di awal perjanjian dibuat?
13. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakkan perjanjian
bagi hasil? Bagaimana cara menghadapi/ mengatasi hambatan tersebut?
14. Apakah dampak bagi bapak/ ibu selama menjalani perjanjian bagi hasil?
15. Apakah menurut bapak/ ibu sudah baik dan adil serta tidak ada pihak yang
dirugikan baik selaku pemilik dan pemelihara?
B. Pertanyaan wawancara dengan bapak keuchik dan sekdes gampong
1. Siapakah nama bapak?
2. Apakah bapak dapat menjelaskan sedikit perihal geografis Desa Rabo?
3. Apakah pihak-pihak yang melakukan perjanjian baik pemilik maupun
pemelihara merupakan sepenuhnya masyarakat Desa Rabo?
4. Apa profesi utama yang dilakukan masyarakat Desa Rabo untuk
memenuhi kebutuhan hidup?
5. Apakah rata-rata masyarakat Desa Rabo digolongkan masyarakat yang
mampu?
6. Selama kegiatan ini terus berlangsung sampai sekarang, apakah kerjasama
ini memberikan memberikan kemajuan ke arah peningkatan ekonomi yang
lebih tinggi bagi masyarakat Desa Rabo?
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Yenni Mardasari
Tempat/ Tanggal Lahir : Lamnga/ 09 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309881
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Kampung Keramat, Banda Aceh
Orang Tua
a. Ayah : Syarifuddin, S.H
b. Pekerjaan : PNS
c. Ibu : Marniati, S.Sos
d. Pekerjaan : PNS
e. Alamat : Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar
Pendidikan
a. MIN : MIN Kota Jantho Berijazah Tahun 2007
b. MTsN : MTs. Al-Fauzul Kabir, Berijazah Tahun 2010
c. MAN : MAN MODEL Banda Aceh, Berijazah Tahun 2013
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi
Syari’ah UIN Ar-Raniry Masuk 2013 s/d 2018
Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banda Aceh, 10 Desember 2017
Penulis
YENNI MARDASARI
